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BAB I

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
yang sejahtera adalah melalui penerapan tata kepemerintahan
yang baik (good governance). Dengan good governance
diharapkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan negara
dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Istilah good governance berasal dari Bahasa Inggris, yaitu good dan
governance. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good
memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai
kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
Sementara governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses,
dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di
antara mereka.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi
publik. Hal ini tercermin dari adanya tuntutan masyarakat yang

semakin gencar kepada para penyelenggara Negara, baik di
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pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Sarinah, dkk (2016)
dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
mendefinisikan good governance sebagai suatu kesepakatan
menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh
pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik secara umum.

Menurut Hetifa (2003), dalam Inovasi, Partisipasi dan Good
Governance, dalam konsep ini pemerintah tidak selalu menjadi
aktor yang menentukan. Mereka akan menjadi pendorong
terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di
komunitas. Di sisi lain, ada tuntutan yang lebih besar pada peran
warga, salah satu tujuannya adalah agar warga dapat memonitor
akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

UNDP (United Nations Development Programe) menerangkan
bahwa konsep good governance adalah praktik penerapan untuk
kewenangan pengelolaan dari berbagai macam urusan, antara lain
penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif
disemua kategori. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat tiga dasar
dari pemerintahan yang baik (Prasetijo, 2009)., yaitu :

a. Kesejahteraan rakyat (economic governance)
b. Tahapan dalam pengambilan keputusan (economic

governance)
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c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative
governance)

Dalam dokumen kebijakan UNDP (United Nations
Development Programe) disebutkan ciri-ciri good governance
antara lain:

a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung
jawab, efektif dan adil.

b. Menjamin adanya supremasi hukum.

c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi
didasarkan pada konsesus masyarakat.

d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan
lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut
alokasi sumber daya pembangunan.

Bank Dunia (World Bank) mengemukakan bahwa
kepemerintahan yang baik adalah suatu cara kekuasaan yang
dapat dimanfaatkan pada saat mengelola bermacam-macam
sumber daya sosial serta ekonomi guna mengembangkan
masyarakat. (Mardoto, 2009).

Di era otonomi daerah ini, dengan bergesernya pusat-pusat
kekuasaan serta meningkatnya operasionalisasi dan berbagai
kegiatan lainnya di daerah maka konsekuensi logis dari pergeseran
tersebut harus diiringi dengan meningkatnya good governance di

daerah. (Sedarmayanti, 2003).
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Lebih lanjut Sedarmayanti dalam Good Governance
(Kepemerintahan Yang Baik) menulis empat prinsip utama yang
dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri
kepemerintahan yang baik antara lain:

a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah
untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung
gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

b. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat
transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun
daerah.

c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi
rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap
pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

d. Aturan hukum: jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Urusan Pemerintahan dalam Pengawasan

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah  Kabupaten Kota,
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disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, meliputi
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, serta agama. Sementara pembagian urusan
pemerintahan  daerah  berdasarkan kriteria  eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian
hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan
menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan
pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga,
penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah,
kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan
pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan,
komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial,

kebudayaan, statistic, kearsipan, dan perpustakaan. Sementara
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urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industry,
perdagangan, dan ketranmigrasian.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa
urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terdiri dari
urusan yang bersifat absolut, urusan pemerintahan umum, dan
urusan yang bersifat konkurent. Urusan pemerintahan absolut,
teridiri dari pertahanan, keamanan, agama, yustisi, dan politik luar
negeri. Urusan konkurent terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar
dan pelayanan non dasar) dan wurusan pilihan. Urusan
pemerintahan umum, vyakni urusan pemerintah pusat yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur dan
Bupati / Walikota diwilayahnya masing-masing misalnya urusan
menjaga 4 (empat) konsensus dasar.

Secara garis besar ada tiga macam pengawasan yang selama
ini  dijalankan oleh pemerintah diantaranya pengawasan
umum, preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan

Gubernur/Bupati/Walikota dalam kedudukan sebagai wakil



17

pemerintah di daerah masing-masing. Pengawasan preventif dalam
bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah
tertentu sebelum diberlakukan. Pengawasan represif diwujudkan
dalam bentuk penangguhan (penundaan) dan pembatalan
berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme
pengawasan preventif.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian dalam sebuah organisasi terdiri dari
sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian eksternal.
Istilah tersebut telah banyak dan umum digunakan dalam berbagai
pengertian. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu
metode yang dibangun dalam upaya melakukan berbagai tindakan
dan upaya dengan melibatkan berbagai unsur dan elemen dengan
maksud mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Mulyadi (2002) mengatakan bahwa pengendalian intern
adalah Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi,
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijaksanaan manajemen.

Definisi pengendalian intern menurut Committee of
Sponsoring Organization (Susanto, 2013:103) adalah :

“Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi,

manajemen dan pegawai yang dirancang untuk memberikan
jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan
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dapat dicapai, ketaatan terhadap undang-undang yang
berlaku®.

Sedangkan menurut Beasley, et.al. (2011:137), pengendalian
intern adalah:
“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan
keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c)
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 1 disebutkan
bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan SPIP bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
lanjut pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur: a) lingkungan
pengendalian, b) penilaian risiko, c) kegiatan pengendalian,
d) informasi dan komunikasi, serta e) pemantauan pengendalian
intern.

Anisa (2020) dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa Sistem

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
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dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan sebuah organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya sistem pengendalian intern
pemerintah dilakukan dalam upaya pencapaian pengelolaan
keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan
berpedoman pada tujuan dari sistem pengendalian intern
pemerintah itu sendiri yaitu memberi keyakinan yang memadai atas
dicapainya tujuan secara efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan laporan
keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. SPIP terbentuk dari lima unsur
yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan
pengendalian intern.
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa
maturitas penyelenggaraan SPIP adalah:

“Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan

pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
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Sementara yang dimaksud dengan penilaian atas maturitas
penyelenggaraan SPIP adalah:

“Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai

tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut dalam peraturan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan
bahwa ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan
SPIP diantaranya mekanisme penilaian, fokus penilaian, komponen
penilaian, dan periode yang dinilai.

Penetapan  skor maturitas  penyelenggaraan  SPIP
menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata
tertimbang untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, ada lima tingkatan
maturitas SPIP vyaitu: “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”,
“Terkelola dan Terukur’, serta “Optimum”. Tingkatan dimaksud
setara masing-masing dengan level 1, 2, 3, 4 dan 5. Interval skor

tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut:



21

Tabel 3
Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Level Tingkat Maturitas Interval Skor

1 Rintisan 1,00 < skor < 2,00
2 Berkembang 2,00 < skor < 3,00
3 Terdefinisi 3,00 < skor <4,00
4 Terkelola dan Terukur 4,00 < skor <4,50
5 Optimum >4.50

Sumber : Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang

menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam

mendukung rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Adapun karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP

sebagai berikut:

a.

Tingkat Rintisan, menunjukkan bahwa organisasi belum
mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas
dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator
kinerja, target kinerja, dan strategi pencapaian Kkinerjanya
dengan baik.

Kondisi tersebut mempengaruhi struktur dan proses
pengendalian yang kemudian berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan
keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
tinggi, serta kerentanan terhadap terjadinya korupsi pada

organisasi.
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Tingkat Berkembang, menunjukkan bahwa organisasi telah
mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat,
tugas dan fungsi organisasi serta telah mampu merumuskan
indikator dan target kinerja yang berkualitas.

Namun demikian, organisasi belum mampu menyusun
strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang
efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah
terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas
pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada
pihak-pihak yang terkait.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan
pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan resiko keterjadian korupsi
yang tinggi.

Tingkat Terdefinisi, menunjukkan bahwa organisasi telah
mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah
dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan
kegiatan organisasi, organisasi telah menyusun dan
mengimplementasikan kebijakan pengelolaan resiko pada
seluruh unit kerja organisasi. Namun, belum terdapat evaluasi
terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan resiko

tersebut.
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Hal tersebut berdampak pada masih terdapatnya tugas

dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih
adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan
keuangan dan pengelolaan aset, masih terdapatnya
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.
Tingkat Terkelola dan Terukur, menunjukkan bahwa organisasi
telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, serta pengelolaan
risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan
efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko
korupsi telah memberikan dampak pada terciptanya budaya
organisasi antikorupsi.

Organisasi telah menjalankan tugas dan fungsinya secara
efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan
aset yang baik, dan telah memiliki kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan
untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di
lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada
belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas
pencapaian tujuan organisasi.

Tingkat Optimum, menunjukkan bahwa organisasi telah
memiliki pengelolaan kinerja yang baik, sistem pengendalian

yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan telah mampu
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beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal

tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan

fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan

keuangan dan pelaporan aset, serta ketaatan seluruh bagian

organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator Sistem Pengendalian Internal

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern maka dilakukan
pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengawasan internal pemerintah, karena pengawasan intern
merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern
yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan
tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Lingkup pengaturan
pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas,
kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit,
pelaporan, dan telaahan sejawat.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan
Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem
Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan
pemerintahan di berbagai Negara, unsur tersebut meliputi:

a. Lingkungan pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus

menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan
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organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung
terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas
risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari
dalam.
Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa
arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan
pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan
organisasi.
Informasi dan komunikasi Informasi

Informasi dan komunikasi harus dicatat dan dilaporkan
kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang
ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana
tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan
Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung
jawabnya.
Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari
waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit

dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
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6. Peran Inspektorat pada Implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemenrintah

Seseorang dikatakan memiliki peran karena mereka memiliki
status di masyarakat. Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya,
individu maupun organisasi dituntut untuk memegang peranan yang
diberikan masyarakat kepadanya. Dalam hal ini peranan dapat
dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat.

Soekanto (2007:213) mengungkapkan bahwa tidak ada peran
tanpa adanya kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peran
merupakan tindakan seseorang atau organisasi dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya. Peran dianggap penting karena mengatur perilaku
seseorang atau organisasi.

Menurut Levison dalam Soekanto (2007:213) peranan meliputi
tiga hal sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan
dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.
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Peran adalah seperangkat aturan, norma, tindakan dan
tingkah laku yang dapat dilakukan dan diharapkan sesuai dengan
status, struktur, posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh setiap
individu maupun organisasi yang dapat membimbing setiap individu
maupun organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di
dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagaimana kedudukan
Inspektorat Kabupaten adalah sebagai lembaga pengawas internal
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 pada
pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Aparat Pengawas Internal
Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat
jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah
nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat
daerah kabupaten/kota.

Peran dan fungsi dari Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk
mencapai tujuan organisasi dilaksanakan salah satunya melalui
pengendalian intern organisasi sebagaimana amanat dari Undang—
undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pengendalian intern dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi,
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Hal tersebut telah
selaras pula dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan

pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada
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berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas dan
implementasi SPIP pada instansi pemerintah, maka inspektorat
kabupaten sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah
melakukan pengawasan intern. Sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pengawasan intern ini meliputi :
a. Audit
Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah, indikatornya:

1. Audit Kinerja: audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

2. Audit tujuan tertentu: audit intern di lingkungan Instansi
Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan yang telah memenunhi
syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

b. Review
Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan, indikator review adalah ketentuan
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atas standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan. Indikator evaluasi adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut.
Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator pemantauan adalah kemajuan suatu
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa
sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan
hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan,
Indikatornya:
- Pengawasan, Pendidikan dan pelatihan pengawasan,

- Pembimbingan dan konsultasi
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- Pengelolaan hasil pengawasan

- Pemaparan hasil pengawasan

B. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini perlu dirumuskan batasan-batasan yang

dipakai dengan maksud untuk menghindari adanya interpretasi yang

berbeda terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun definisi konsep

yang dimaksud dalam penelitin ini adalah sebagai berikut :

1.

Peran Inspektorat dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah Peran Inspektorat Kabupaten Luwu
Timur sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat dan menunjang
efektivitas sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah di
kabupaten luwu timur dengan melakukan pengawasan intern yang
meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
bukti yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah, indikatornya: audit kinerja dan audit untuk tujuan
tertentu.

Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan. Indikatornya adalah ketentuan atas standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan sebelumnya.
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4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengarubhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan. Indikatornya adalah faktor-faktor yang mempengarubhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai
tujuan tersebut.

5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Indikatornya adalah kemajuan suatu program/kegiatan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Kegiatan Pengawasan Lainnya antara lain berupa sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan,
dan pemaparan hasil pengawasan.Indikatornya Pengawasan,
Pendidikan dan pelatihan pengawasan, Pembimbingan dan
konsultasi, Pengelolaan hasil pengawasan dan Pemaparan hasil
pengawasan.

C. Kerangka Penelitian
Peran Inspektorat dalam implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten luwu timur dilakukan melalui

pengawasan intern. Dalam penelitian ini, untuk menggambarkan peran

Inspektorat dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Luwu Timur digunakan kerangka
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penelitian yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 48
ayat 2, yaitu aparat pengawasan intern pemerintah melakukan
pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya.

Gambar 1
Kerangka Model Penelitian
> Audit —  »
> Review —»| Memperkuat
dan Menunjang
Efektivitas
Peran Inspektorat Sistem
Dalam Evaluasi —»| Pengendalian
pelaksanaan SPIP Intern pada
Instansi
Pemerintah
Pemantauan —>
Kegiatan Pengawasan |
Lainnya

Diadopsi dari : PP. No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah



